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PERATURAN DAERAH

= 22 KABUPATEN HALMABERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TENGAH

:a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian penegakan hukum atas

pelanggaran peraturan daerah serta melaksanakan penindakan terhadap

pelanggaran agar penyelenggaraan pemenntahan dan pembangunan beljalan_ -

z.dengan lancar.

=5B~bahwa ‘dalam menjamm penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna.n

daerah dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman, maka perlu dilakukan
pengaturan terhadap pelaksanaan tugasPenyidik Pegawai Negeri Sipil yang
dituangkan dalamPeraturan Daerah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a,
huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Tengah.

: 1. Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945,

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat IT Halmahera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 3420)

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran



¢ - 7 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
' . Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

" 5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran

Negara Repllt_)Jl}E Indones1a Tah1_19~L999 Nomor 174 Tambahan Lembaran‘

:"N‘égara_Repubflli Indon@sia Nofmor 3895,
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
2,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4168);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara,Halmahera Selatan, Kapupaten Kepulauan Sula,Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara

) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Ncgara Republlk Indonesia Nomor 4264)

g U;da '”'!'-Undang Nombr 15 Fakim 2011° tentang Pembentukan Peraturan

= (SNgan 18001

3 _Erundang-undangan(Lembaran --Negara Republik . Indonesia Tahun

2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor
5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara( ASN)
( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014 nomor 5494)

10. Undang-Undang Nomor 23 Tsghun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun Z014 INomor Z44, Tambahan
Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5587) sebagaimiana telah diubah
dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor
140, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593)
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- 345" 245 Persturan’ Pemetintah+ Nomor 3821 atiun 2007 “tefitang -Péfnbééia’n‘ Urusan
o .- - Pemerintahan - -Antara. -- Pemerintah,Pemerintahan Daérah - Provinsi dan
37 1..- PemerintahanDaerah Kabhpatenﬁ(ofa {(Lembaran-Negara RepublikIndonesia -

W -'='-~Tahun 2007 Nomor ‘82, TambahanLembaran Negara Repubhk Indonesia

“Peraturai 'Pemermtah ‘Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Pohsl Pamong'
Praja (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan
pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010
Nomor 90,Tambahan, Tambahén Lembaran Negara Republik Nomor 5145)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin
..Pegawai Negeri .Sipil (LembaranNegara Repubhk Indonesia Tahun 2010

[ Nomor. 74 ;Tanmbahan Lembaraere‘gara RT Nomor 5 135)

“Pératurati’ Mentéti-Dalain-: Negeri Nomét 40° Tahun201] tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Koordinasi, Pengawasan danPembinaan Teknis Terhadap Kepolisian
Khusus,Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentukPengamanan
Swakarsa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 74,
TambaliauLembaran Negaa Republik ludolesia INomwot 3258);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembinaan Penyidik Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman
Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam pencgakan
peraturan daerah.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;



ERAE P23 'Peratiran-Menteri“Dalam Negeri Nomor ™3 “Tahun 2006 Tentang Pedoman
- -Pengelolaan Keuangan Daerah;sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir

E === dengan Peraturan Menteri- Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011; -

124. Peraturan - Menteri . Dalam -‘Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang

Pemben‘tukan Produk Hukum Daerah ( Berlta Negara Tahun 2015 Nomor ,
2036); 7T

25. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi,Pengawasan
dan Pembinaan bagi PPNS ( Berita Negara RepublikIindonesia Tahun 2010
Nomor 239)

26. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi ManusiaNomor M.HH.01.AH.09.01
Tahun 2011 Tentang TataCara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi,
DanPengambilan Sumpah atau Janji Pejabat PenyidikPegawai Negeri Sipil,
Dan Bentuk, Ukuran, W:ama Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda

PengenalPe_] abat Peny1d1k Pegawai Negerl Slpll

e T O n AT = 1YT M e men T

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
dan

BUPATIHALMAHERA TENGAH
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.



v © 4. " Pegawai-Negeri Sipil- yang sel'anj.,l_ltnyai',Adisiﬁgkﬁt*Pi\IS adalah- setiap wzirga negara
: Republik Indonesia yang-telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat

. "yang berwenang dan-diserahi tugas dalam suatu-jabatan‘negeri, atau diserahi tugas negara

- lamnya yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . _
enyidlk adalah PejabaLB01131 NegaralRepubhk Indonesm atau Pejabat Pegawal Negerlu:j{i;__ﬁ

penyidikan.

6.  Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai
. - Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan
daerah.
7.  Penyidik Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah
"Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan. peny;dlkan e
‘ .Pendldlkan dan Pelatlhan Penyedldk Pegawal Negen Slpll Daerah yang selan_]utnya-
't;.lelat 'PPNS Daerah -adalah “~'suatu - kegiatan dalam rangka meningkatkan

kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyedikan Peraturan Daerah untuk diangkat
sebagai PPNS Daerah.

8.  Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

acrau adatal reiatuiail Dadial nauupal.cu Naluancia 1 cugau
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BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Kedudukan PPNS
Pasal 2
PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggu igjawab kepada
Bupatt.



et AT Pesmaad Meo s el e st BagiariKedua t oot t s i s w5
. -Tligas -PPNS. -

- " Pasal3

‘i ¢ 11) PPNS Jnempunyai tugas melakukan. penyldlkan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

(3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditandatangani oleh
atasan PPNS.

{4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), PPNS
dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Bagian Ketiga
Wewenang PENS
Pasald

ey - S I - . B -

ewenang TR e e
a. menerima laporan atas pengaduan darn seseorang mengenai adanyatindak pidana

atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

C. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diritersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

€. MCIOLS 3es601auy, Duhil pelauggalan dan teuipal kejadian,

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi;

g mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannyadengan

pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapatpetunjuk bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebutbukan merupakan tindak pidana
dan selanjutnya melalui penyidikPOLRI memberitahukan hal tersebut kepada
Penuntut Umum,tersangka atau keluarganya;

L mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

[
11 g s e g e o amnorn

g “Dalamfmelaksanakan tugas Sebagalmana dlma.ksud dalarn Pasal 3 PPNS mempunyal‘r



T-iio~ Pagal§

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS akan diatur lebih lanjutdengan Peraturan Bupati.

(2)

R SR L I BABIII

Horsam celakiuake WHAKDANKEWAJIBAN e e« bl D8r 6

e T Pasal 6

PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dapat diberikan insentif.

Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati
dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

-

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

a.

LR T pelanggaran atas-peraturan dagrah;;: ...';.‘.ii-
= 'b:—

-

o @

melakukan peny1d1kan menenma laporan dan pengaduan mengenal tetj adinya
menyerahkati hasil penyidikan kepada penuntut umum melalul Penyidik POLRI dalam
wilayah hukum yang sama;
membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
pemeriksaan tersangka;
memasuki ramah dan tempat tertutup lainnya;
penyitaan barang;
PEIISIIKSaAIL Saksl,
pemeriksaan tempat kejadian;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Kerja masing-
masing.

BABIV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan PPNS
Pasal 8

(1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui

Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri

dengan tembusan kepada Gubernur.

[ p——



. - (2) Keputusan Pengangkatan PPNS SGbagarmana dimakstd’ pada ayat (1) dltetapkan dengan

- keputusan Menteri-Hukum dan HAM setelah mendapat pertlmbangan dari Jaksa Agung
" dan KAPOLRI. |

o Heglvel. Pasal9. i
tan Pengangkatan PPNS<° ~- == 7
masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;

o

pangkat paling rendah Penata Muda/Golongan Ruang (111/a);
pendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;

g o

bertugas di bidang teknis operasionai penegakan hukum;
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah
sakit pemerintah; —_

f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar PenilaianPelaksanaan

- Pekerjaan pegawal negen 51p11 pa]mg sedikit bernilai. balk dalam 2 (dua) tahun terakhir;

camm b PR .-.t-..-._r,..ﬂ_.-.l.. [P

gl enéikiiﬁ'-'a"éih' lulus‘péndidikan dani-.pélatihan di bidang' penyidikan yang disélenggarakan

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Bagian kedua
Pemberhentian PPNS
Pasal 10
TIYYSR T A8y LA - Lat _ A4 o . 1
I i WUGCLIICHILLAGLL uuu‘]uummul_yu KalCTlla .

diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

& P

atas permintaan sendiri secara tertulis;

melanggar disiplin kepegawaian;

a o©

tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; dan

f. meninggal dunia.

Pasal 11
(1) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui
Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri

dengan tembusan kepada Gubernur.



. {2 %(2):Pembefhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada’ayat (1):diusul 6leh Bupati
.- - -.yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri Hukum -dan Hak Asasi Manusia melalui
- Menteri Dalam Negeri disertai alasanya.

(3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya,' E
s
l

: 4. Fotokopl Kepuu‘xsan tentang pejabat PPNS

b. Fotokopi tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil terakhir yang
dilegalisir,dan;
¢. Asli Kartu Pengenal pejabat PPNS.

(4) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan pemberhentian
pejabat PPNS dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat
pengusulan pemberhentian.

(5) Kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dllaksanakan oleh Dlrektur Jenderal Adlmmstram -Hukum _

Ane Umumf -

BABV
PELANTIKAN DAN SUMPAH ATAU JANJI
Pasal 12

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan
sumpah/janji menurut agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
béilaKi,

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat PPNS dilaksanakan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia mengenai pengangkatan Pejabat PPNS diterima Bupati.

(3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

(4) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaima:.a dimaksud pada ayat (2) berbunyi
sebagai berikut : “ Demi Allah ,saya,akan setia dan taat sepenuhnya pada
Pancasila,Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,dan Negara Kesatu7an
Republik Indonesita serta Pemerintah yang sah bahwa saya,akan mentaati segala

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinas pejabat



el n-wmipenyedik- pegawat negert. 51p11 (PPNS) yang dlpercayakan kepada saya: dengan penuh
. -pengabdiari, kesadaran, tanggungjawab. : :
. .-.Bahwa .sayaakan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan

Nt lmartabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil,serta akan senanfiasa mengutamakan

("I:‘
2
J

,lqepentmgan masyarakat,bangsa dan negara danpada kepentmgan saya sendm seseorangll .

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangatuntuk kepentingan
bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian
berupah hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada
kaitannya dengan pekerjaan saya”.

(5) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Maluku Utara
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan
pengambilan sumpah atau janji _dilaksanaka_n. e

BAB VI
KAR'I'U TANDA PENGENAL

Pasal 13
(1)  PNS yang telah dilantik sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu TandaPengenal.

(2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 14
(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS
(2) Bupati melimpahkan dan menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
operasional PPNS kepada Tim Pembina PPNS
(3) Pembinaan terhadap penyidik Pegawai Negeri & pil meliputi :
a. Pembinaan Umum;
b. Pembinaan Teknis;

¢. Pembinaan Operasional.




+: 7+ - n(4) Pémbinaan Umum:sebagaimana dimaksud-'ﬁadaféyat’ '(é'l'-)'-lfun—lffa‘iﬁse‘suﬁii’d‘enééi‘n kétefituan
... —peraturan perundang-undangan yang berlaku.
»(5) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai- dengan ketentuan
" perafuran perundang-undangan yang berlaku.

.:(6)3Pembmaam Operasmnal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf ¢ dllakukan"’ oleh

Bupatf beker]a satna dengan instansi terkait berupa petunjuk tekms operasmnal PPN
daerah.

(7) Prosedur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksdu pada ayat (1)
di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 15
(1) PendidIkan dan pelat1han PPNS terdiri darl
- ‘a- DiklatCalonPPNS . . - T T - -
SR ‘b, Diklat Pemngkatan kamampuaﬂ PPNS I
(2) Pendidikan dan Pelatihan PPNS bertujuan :
a. memantapkan semangat pengabdian Calon PPNS dan PPNS yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadapmasyarakat;
b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pembentukan
kepribadian Calon PPNS dan PPNS sedini mungkin; dan
¢, iCniiighaiNan  prolcsivialpiing FLING  dalail  liciaksauskan  peayidikdil  aws
pelanggaran Peraturan Daerah.
Pasal 16
(1) Pendidikan dan pelatihan PPNS terdiri dari :
a. Pola 300 jam pelajaran;
b. Pola 100 jam pelajaran; dan
c. Pola 40 jam pelajaran.
(2) Pola 300 jam pelajaran sebagaimana ters: out pada ayat (1) huruf a,diperuntukkan bagi
Calon PPNS.
(3) Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diperuntukkan bagi
Calon PPNS atasan langsung PPNS.
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IR _ BAB IX
. DERRTY IR - TER Yo B I(ETENTUAN\PENUTUP L. iy "‘:'i;l‘t—'di‘_ “”CIJ
) ' ' Pasal 17 -

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan

penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di : Weda

Pada tanggal : 3 Februari 2016
BUPATI HALMAHERA TENGAH,

" ALYASINALI- -

- o= Tiirlor Tagans L

R e

Diundangkan di ‘Weda

Pada tanggal :19 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ERA TENGAH

RASRT AMAT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 3

g
Al



#7LAY Tl A0 fam -lcinmee bt ade  PENJELASANw (1Y f e fe e e tiad
ATAS
~ PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2016

[ G N S J-L JAE

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

L. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka
penegakanPeraturan Daerah untuk meciptakan ketertiban umum danketentraman
masyarakat dibentuklah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.Bahwa selama ini belum ada
Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawa1 Negeri Sipil dlegkungan Pernermtah

- . Kabupaten Halmahera Tengah sehingga keberadaan PeratmanDaerah tersebut perlu .
dlbentuk SeIam itu untuk mengoptlmalkan kmelja Pei;ylcilk _l;e_gawal Neger181p1l maka u ]
diperlukan kepastlan hukum mengenat wewenang, tugas dantanggung jawab Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalamPeraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup ielas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
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© Cukup jélas-
‘Pasal 8 .
‘Cukup jelas  ~ ‘ e

Pasal 9 o i
- Cukup jelas

Pas A0 ST G S o R R T
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

. Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14 ' .
‘CulEupJ;Ias | AR T o
"2 piéal 15yang dimaksud ‘dengan diklat calon PPNS ditaksod  pads Tiruf 5 méripakan -5

[t S SR

Ll

persyaratan wajib yang harud ditempuh oleh seoang PPNS untuk diangkat
menjadi PPNS ,sedangkan diklat pengangktabn kemampuan PPNS pada huruf b
merupakan bimbingan teknis yang diselenggaran untuk meningkatkan

ketrampilan dan penguasaan pengatahuan PPNS di bidang penyedikan.

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas



